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Rasio Keuangan e . e .
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Barito Selatan

periode 2020-2024 dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan. Metode yang digunakan
adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan daerah
dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Analisis mencakup rasio efektivitas PAD, rasio
belanja langsung dan tidak langsung, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, serta rasio
pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD bersifat
fluktuatif, belanja tidak langsung masih mendominasi struktur anggaran, tingkat kemandirian
fiskal sangat rendah, dan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat tetap tinggi. Sementara
itu, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren positif, terutama pada periode 2022-2024.
Temuan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi pengelolaan PAD dan peningkatan belanja
produktif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini juga menekankan
pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah agar
proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan efisiensi fiskal dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Pendapatan daerah menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam
mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Tingginya pendapatan
daerah mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengendalikan serta mengkaji sumber keuangan
secara swasembada demi memenuhi kebutuhan masyarakat (Shafwah dkk., 2024). Hal ini sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa
pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam
hal pengelolaan keuangan (Amu dkk., 2023).

Penerapan otonomi daerah memberikan perhatian besar pada kemandirian keuangan sebagai
tujuan utama yang ingin dicapai. Tingkat kemandirian tersebut terlihat dari besarnya tingkat kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan belanja daerah, sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. (Bakar & Said, 2021). Aturan ini menekankan pentingnya meningkatkan optimalisasi
pendapatan asli daerah (PAD) supaya mendorong kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi
ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat, serta dapat memperkuat kemampuan keuangan
daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara lebih efektif dan efisien.

Capaian pendapatan daerah dapat dinilai menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis tersebut
mencakup rasio efektivitas, rasio belanja langsung dan tidak langsung, serta rasio kemandirian. Dengan
pendekatan ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pencapaian target pendapatan,
perbandingan belanja langsung dan tidak langsung terhadap seluruh anggaran, serta tingkat ketergantungan
fiskal daerah terhadap alokasi dana pemerintah pusat. (Fathah, 2017). Pendekatan ini sesuai dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan daerah, seperti yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah,
menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerahnya. Masa
periode 2020-2024 menjadi penting untuk dianalisis karena dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi
nasional setelah dampak pandemi COVID-19 serta perubahan kebijakan terkait transfer dana ke daerah.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan
menggunakan analisis rasio keuangan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pendapatan, proporsi
belanja langsung dan tidak langsung, serta derajat kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi serta menghasilkan rekomendasi strategis kepada
pemerintah daerah dalam mengembangkan asal pendapatan dan meningkatkan kemandirian keuangan
secara terus-menerus.

Tinjauan Pustaka
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh
suatu daerah dan diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sinaga
dkk., 2020). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah salah satu komponen utama dalam pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah, seperti yang juga diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Tahun
1947 (Fatmawatie, 2016). Sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari total
pendapatan daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mewujudkan target penerimaan sesuai dengan potensi nyata yang dimiliki oleh
wilayahnya (Ode Abdul Manan dkk., 2024).

Studi-studi terkini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam mencapai efektivitas PAD yang optimal. Penelitian oleh (Aminuddin & Winarningsih,
2024)menemukan bahwa rata-rata efektivitas PAD kabupaten/kota di Indonesia masih berada pada kategori
cukup efektif, namun belum mampu menopang belanja daerah secara mandiri. Temuan serupa juga

241



Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEKOBS) Vol. 4, No. 4, 2025, pp: 240-252

ditunjukkan oleh (Permatasari, 2025; Safitri & Widarjono, 2023), bahwa ketergantungan pada transfer
pusat masih menjadi faktor dominan.

Oleh karena itu, pengukuran rasio efektivitas PAD tidak hanya menggambarkan kemampuan
daerah dalam memenuhi target fiskal, tetapi juga menjadi dasar penilaian terhadap kemandirian fiskal serta
kualitas tata kelola pendapatan daerah. Efektivitas tersebut biasanya diperoleh melalui analisis
perbandingan antara jumlah realisasi pendapatan yang tercapai dengan target pendapatan yang telah
ditetapkan. Berikut formula yang digunakan sebagai instrumen dalam menilai tingkat efektivitas
pendapatan asli daerah (Amu dkk., 2023).

Rasio Efektivitas PAD Realisasi Pendapatan Asli Daerah 100%
= X
asio Efektivitas Target Pendapatan Asli Daerah °

Kriteria pengukuran rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria Efektifitas PAD
Tidak efektif <60%
Kurang efektif 60% - 80%
Cukup efektif 80% - 90%

Efektif 90% - 100%
Sangat efektif >100%

Persentase efektivitas PAD menunjukkan perbandingan realisasi penerimaan PAD terhadap target
yang telah ditentukan, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100 persen. Nilai persentase tersebut berfungsi
untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan sesuai dengan
potensi yang telah direncanakan sebelumnya (Amu dkk., 2023).

Jika hasil persentase > 100%, berarti penerimaan PAD sangat efektif karena realisasi melebihi
target yang telah ditentukan. Jika berada pada kisaran 90%—99%, maka penerimaan dikatakan efektif
karena hampir mencapai target. Persentase 80%—-89% mencerminkan cukup efektif, artinya daerah
mendekati target meskipun belum sepenuhnya tercapai. Bila berada pada kisaran 60%-79%, maka
penerimaan dianggap kurang efektif, sedangkan jika < 60%, berarti sangat tidak efektif karena jauh dibawah
target yang direncanakan (Moridu & Ode, 2018). Persentase ini digunakan sebagai acuan untuk
mengevaluasi seberapa jauh pemerintah daerah berhasil dalam meningkatkan pendapatan sesuai dengan
rencana potensi yang sudah ditentukan.

Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Pengeluaran langsung adalah jenis pengeluaran yang secara langsung mendukung pelaksanaan
kegiatan atau proyek tertentu yang diatur oleh SKPD. Sementara itu, Belanja Tidak Langsung merujuk pada
jenis pengeluaran pemerintah daerah yang tidak secara langsung memunculkan kegiatan atau proyek
tertentu, namun tetap penting untuk menjaga kelancaran fungsi pemerintah secara keseluruhan. Dalam
konteks ini, pengeluaran langsung merujuk pada pengeluaran yang secara langsung terkait dengan
pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, belanja tidak langsung adalah jenis pengeluaran yang tidak memiliki
hubungan langsung melalui penyelenggaraan kegiatan tersebut. (Mahmudi, 2010)

Sejumlah penelitian menekankan pentingnya komposisi belanja pemerintah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. (Saputra et al., 2021) menemukan bahwa belanja langsung memiliki
kontribusi signifikan terhadap peningkatan output ekonomi dibandingkan belanja tidak langsung.
Sementara itu, studi oleh (Hariani & Febriyastuti, 2020) menunjukkan bahwa daerah dengan porsi belanja
langsung yang lebih besar memiliki tingkat efisiensi fiskal yang lebih baik. Studi internasional oleh
(Andersson Jarnberg & Virja, 2023)juga menegaskan bahwa kualitas belanja publik mempengaruhi tingkat
kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan. Dengan demikian, rasio BL dan BTL menjadi alat
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analisis penting untuk menilai apakah alokasi anggaran pemerintah daerah sudah diarahkan kepada kegiatan
produktif atau masih dominan terserap oleh belanja rutin.

Analisis terhadap rasio antara belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan metode
yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran pemerintah. Belanja langsung mencakup
pengeluaran yang berkaitan langsung dengan program tertentu, sementara belanja tidak langsung mencakup
dana yang dikeluarkan seperti gaji pegawai dan subsidi yang tidak terkait langsung. Idealnya, rasio belanja
langsung seharusnya lebih tinggi untuk memastikan bahwa fokus pengeluaran hanya pada kegiatan yang
produktif. Rasio ini berguna untuk menganalisis proporsi belanja yang dialokasikan untuk pengeluaran
secara langsung dan pengeluaran tidak langsung. Rasio ini dihitung dengan membandingkan setiap jenis
belanja terhadap total belanja daerah. Berikut adalah kriteria rasio BL dan BTL.

Belania L B Total Belanja Langsung % 100%
elayja Langsung = =5 o Belanja Daerah °

oo Total Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung = Total Belanja Daerah X 100%

Kriteria pada rasio BL dan BTL yakni jika Rasio belanja langsung lebih tinggi dari Rasio belanja
tidak langsung maka artinya kinerja belanja secara langsung dianggap Baik. Kemudian jika Rasio belanja
langsung lebih rendah dari rasio belanja tidak langsung maka artinya kinerja belanja secara langsung
dianggap Kurang Baik.

Tabel 2. Perbedaan Utama antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Aspek Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
Ketertarikan Program Memiliki kaitan langsung dengan kegiatan Tidak meliki kaitan langsung
Sifat Anggaran Bersifat Fleksibel sesuai dengan program yang  Wajib, bersifat rutin
dijalankan

Contoh Belanja terkait pembangunan jalan, pelatithan Gaji pegawai, bantuan sosial
sumber daya

Output Spesifik dan memiliki ukuran yang jelas Tidak selalu terukur

Sifat Pengawasan Lebih mudah dikontrol hasilnya Lebih administratif dan normatif

Sumber: Seputar Birokrasi

Rasio pengelolaan pengeluaran menunjukkan bahwa kegiatan pengeluaran pemerintah daerah
mencapai keseimbangan positif antara periode, artinya total pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Selain
itu, rasio ini menunjukkan apakah terdapat surplus atau defisit anggaran, di mana surplus atau defisit
merujuk pada selisih antara pendapatan dan pengeluaran pada periode pelaporan, baik berupa kelebihan
maupun kekurangan (Nanik wahyuni, 2007).

Hingga saat ini, belum terdapat pedoman optimal mengenai rasio antara pengeluaran langsung dan
tidak langsung, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan serta kebutuhan
investasi yang esensial dalam mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. (Halim, 2012).

Rasio Kemandirian Keuangan

Indikator kemandirian keuangan daerah berperan dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah
sanggup menanggung biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta layanan publik dengan
memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah seperti pajak serta retribusi. Melalui rasio ini dapat
memberikan gambaran mengenai seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber
pembiayaan eksternal, khususnya transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi (Dilliana
& Herdi, 2022).

Selain itu, indikator ini berfungsi untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi
kebutuhan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan sumber
keuangan sendiri tanpa bergantung pada dukungan pendanaan dari pihak eksternal (Cheryl dkk., 2025).
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Penelitian yang dilakukan oleh (Indriawati & Hasmarini, 2025)menunjukkan bahwa kemandirian
daerah di Indonesia rata-rata masih berada dalam kategori sangat rendah. Bahkan, menurut (Jeddawi, 2021),
lebih dari 75% daerah masih bergantung pada transfer pusat dalam membiayai belanja publik. Sementara
itu, penelitian (Rahmayani & Kurniadi, 2022) menekankan bahwa kemandirian fiscal sangat dipengaruhi
oleh efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengukuran rasio kemandirian keuangan diperoleh melalui analisis perbandingan antara
pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan penerimaan daerah yang mencakup dana transfer dari
pemerintahan pusat, transfer provinsi, serta pinjaman. Apabila nilai rasio tersebut meningkat, maka hal itu
menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi, yang berarti kondisi keuangan daerah
semakin baik (Dilliana & Herdi, 2022).

Rumus perhitungannya, sebagaimana dikemukakan oleh (Adinda Yasinta Nurul Hasan dkk.,
2024), yaitu:

PAD
Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

Rasio Kemandirian Keuangan =

Tabel berikut menunjukkan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah (Zainul Muzaki M &
Tunjung Hapsari, 2022):

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria Kemandirian
Sangat Rendah 0% - 25%
Rendah 25% - 50%
Sedang 50% - 70%
Tinggi 70% - 100%

Berdasarkan tabel diatas, menurut (Adinda Yasinta Nurul Hasan dkk., 2024), tingkat kemandirian
dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Jika persentase berada pada rentang 0,00% hingga
25,00%, maka masuk dalam kategori sangat rendah yang bersifat instruktif. Apabila berada pada 25,01%
sampai 50,00%, dikategorikan sebagai rendah dengan pola konsultatif. Selanjutnya, nilai 50,01% hingga
75,00% menunjukkan tingkat kemandirian sedang yang bersifat partisipatif. Sedangkan apabila persentase
lebih dari 75%, maka termasuk kategori tinggi yang cenderung delegatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pola instruktif menggambarkan dominasi pemerintah pusat yang
masih lebih besar dibandingkan kapasitas daerah, sehingga daerah belum dianggap dapat melaksanakan
otonominya tanpa ketergantungan. Selanjutnya, pada pola konsultatif, campur tangan dari pemerintahan
pusat mulai mengalami penurunan karena daerah dianggap semakin mampu mengelola kewenangannya
sendiri. Pada pola partisipatif memperlihatkan semakin sedikitnya keterlibatan pemerintah pusat, karena
daerah hampir sepenuhnya bisa menyelesaikan urusan otonomi. Sementara pada pola delegatif, keterlibatan
pemerintah pusat tidak lagi dibutuhkan sebab daerah telah sepenuhnya memiliki kapasitas untuk
menjalankan otonomi secara penuh (Akhmad, 2019).

Rasio Ketergantungan Keuangan

Indikator ketergantungan keuangan adalah indikator penting yang berfungsi untuk menilai sejauh
mana suatu pemerintahan daerah masih mengandalkan sumber pembiayaan dari luar daerah, khususnya
dari dana transfer (Tunjung Hapsari dkk., 2024). Menurut (Maria, 2013), rasio ini juga mencerminkan
kemampuan suatu daerah dalam mengandalkan dukungan keuangan dari pemerintah provinsi maupun
pusat.

Dalam konteks Indonesia, ketergantungan fiskal masih menjadi tantangan besar. Penelitian oleh
(Kusuma & Anwar, 2024) menemukan bahwa sebagian besar daerah memiliki rasio ketergantungan di atas
60%. Hasil ini diperkuat oleh studi (Nadofah et al., 2025), yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada
DAU dan DAK masih sangat tinggi terutama di daerah kabupaten.
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Nilai rasio ketergantungan dihitung melalui perbandingan antara dana transfer yang masuk ke
daerah terhadap total penerimaan yang diperoleh. Peningkatan nilai rasio menandakan bahwa
ketergantungan keuangan daerah pada pemerintahan pusat juga semakin besar (Fathiyah dkk., 2022).

Rasio ketergantungan keuangan dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Fathiyah dkk.,
2022):

Pendapatan Transfer

Rasio Ket t K =
asio Ketergantungan Keuangan Total Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan pengelompokan tingkat ketergantungan keuangan daerah (Aminuddin
& Winarningsih, 2024):

Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria Ketergantungan
Sangat Rendah 00,00 - 10,00%
Rendah 10,01% - 20,00%
Sedang 20,01 —30,00%
Cukup 30,01 —40,00%
Tinggi 40,01 — 50,00%
Sangat Tinggi >50%

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diklasifikasikan
menjadi enam kategori. Presentase pada interval 0,00—10,00% diklasifikasikan ke dalam kategori sangat
rendah. Sementara itu, nilai antara 10,01—20,00% digolongkan rendah. Apabila berada pada
20,01—-30,00% menunjukkan kategori sedang. Untuk presentase 30,01—40,00% digolongkan cukup. Jika
berada dikisaran 40,01—50,00%, termasuk kategori tinggi. Sedangkan presentase lebih dari 50%, maka
dikategorikan sebagai sangat tinggi.

Dengan demikian, rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan bahwa peningkatan
nilai rasio akan diikuti oleh meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat
maupun provinsi (Tunjung Hapsari dkk., 2024).

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan adalah indikator yang menunjukkan seberapa baik kemampuan daerahnya
dapat menjaga posisinya secara ekonomi di tengah tantangan perekonomian dan industri tempatnya
beroperasi (Hikmah dkk.,2023). Rasio pertumbuhan berguna bagi memahami seperti apa kinerja
pemerintah daerah pada periode anggaran tertentu atau hanya beberapa tahun anggaran (Fathah, 2017).
sehingga hasil anggaran menunjukkan perkembangan baik dalam hal pemasukan maupun pembelian yang
dapat bersifat baik atau buruk (Arfah dkk., 2023).

Studi (Zakaria & Syahputra, 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inovasi layanan publik, dan efektivitas pemungutan PAD.
Penelitian lain oleh (Hanifah & Sulaeman, 2022) menemukan bahwa daerah dengan basis ekonomi yang
kuat cenderung memiliki pertumbuhan pendapatan yang stabil.

Rasio pendapatan pendapatan dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

Pendapatan Th, — Pendapatan Th,_, 100%
X 0

Rasio Pertumbuhan Pendapatan =
asio Pertumbuhan Pendapatan Pendapatan Thy_y)

Penaksiran tingkat pertumbuhan bertujuan dalam menganalisis perbandingan antara pemasukan

dan pengeluaran maka dapat ditunjukkan nilai aspek mana yang sebaiknya mendapat perhatian lebih (Putra
dkk., 2023). Kategori pertumbuhan pendapatan daerah yaitu, Presentase 10% atau lebih setiap tahunnya
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dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatan sangat tinggi, keadaan ini menunjukkan adanya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau penerapan strategi pengelolaan yang efisien, baik di tingkat
pemerintahan daerah. Presentase rentang 5 hingga 10% per tahun Rasio pertumbuhan pendapatan dikatakan
tinggi, maka pertumbuhan yang terjadi mencerminkan kinerja yang cukup stabil meskipun masih belum
mencapai tingkat optimal dan ada kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut. Presentase di bawah 5%
per tahun dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatannya Rendah, kondisi ini biasanya menunjukkan
adanya stagnasi kendala pengelolaan atau bahkan penurunan kinerja pendapatan yang harus segera diatasi
dengan rencana perbaikan. hal ini ditunjukkan bahwa pertumbuhan ini bernilai negatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja pendapatan
Kabupaten Barito Selatan melalui analisis rasio keuangan selama periode 2020-2024. Pemilihan periode
lima tahun dilakukan untuk memperoleh gambaran tren yang konsisten, stabil, dan representatif atas
perubahan kinerja keuangan daerah dalam satu siklus kebijakan APBD, termasuk sebelum dan sesudah
perubahan regulasi transfer pusat terhadap pemerintah daerah.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data
sekunder yang berasal dari sumber resmi, meliputi:

(1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Barito Selatan yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah,;

(2) Publikasi keuangan daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

(3) Data statistik pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Selatan.
Semua data yang digunakan merupakan data final dan telah melalui proses audit atau verifikasi
sesuai standar pemerintah.

Sampel penelitian terdiri dari seluruh komponen data pendapatan daerah yang relevan untuk
perhitungan rasio, seperti PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kriteria
pemilihan data didasarkan pada kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaiannya dengan indikator rasio yang
dianalisis. Dengan demikian, seluruh data dari tahun 2020 hingga 2024 digunakan secara menyeluruh tanpa
pengecualian.

Setiap rasio dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan dalam literatur keuangan daerah
dan dibandingkan antar-tahun (analisis komparatif) untuk mengidentifikasi perubahan kinerja selama
periode penelitian. Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria standar penilaian
rasio keuangan daerah untuk memastikan keandalan dan objektivitas analisis.

Dengan prosedur ini, penelitian mampu menyajikan gambaran kinerja pendapatan daerah secara
sistematis, terukur, serta sesuai dengan standar evaluasi keuangan pemerintah daerah.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan
tahun 2020-2024, terlihat bahwa capaian PAD berfluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi ini menunjukkan
adanya hubungan erat dengan dinamika ekonomi daerah selama masa pemulihan pascapandemi. Pada tahun
2020, tingkat efektifitas hanya mencapai 65,23%, sehingga dikategorikan kurang efektif. Kondisi ini
membaik secara signifikan pada tahun 2021 dengan tingkat efektifitas 99,22%, yang termasuk kategori
efektif dan menunjukkan kemampuan daerah merealisasikan PAD mendekati target yang telah ditentukan.
Kondisi ini sejalan dengan mulai pulihnya sektor-sektor ekonomi lokal, terutama sektor perdagangan dan
jasa. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif,
sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang akhirnya berdampak pada
peningkatan PAD.
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Tabel 5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Realisasi PAD Target PAD Persentase Kriteria
(dalam ribu rupiah) (dalam ribu rupiah) (%)
2020 56.790,41 63.640,25 65,23 Kurang efektif
2021 97.742,35 95.778,09 99,22 Efektif
2022 80.625,16 98.065,79 82,21 Cukup efektif
2023 72.039,46 92.199,04 78,13 Kurang efektif
2024 71.360,46 90.112,75 79,19 Kurang efektif

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan, 2020,
2021, 2022, 2023, 2025; Perbup Barito Selatan No 18 Tahun 2020, 2020)

Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 82,21% yang hanya masuk
kategori cukup efektif, meskipun masih berada di atas 80%. Penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2023
dan 2024, dengan tingkat efektivitas masing-masing sebesar 78,13% dan 79,19%, yang kembali berada
pada kategori kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum cukup
stabil. Hal ini dikaitkan dengan tidak optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah sebagai
sumber PAD. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kinerja PAD Kabupaten Barito Selatan
cenderung belum cukup stabil dan menghadapi fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan perlunya
strategi optimalisasi pengelolaan PAD yang lebih konsisten agar capaian pendapatan dapat dipertahankan
pada tingkat efektif atau bahkan sangat efektif di tahun-tahun berikutnya.

Analisis Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tabel 6. Rasio BL dan BTL Kab. Barito Selatan 2020-2024

Tahun Belanja Bizrrlljgaszrllzak Total Belanja BL BTL Kinerja
langsung (BL) (%) (%)
(BTL)
2020 414.247,39 403.166,17 817.413,56 50,62 49,32 Kurang baik
2021 363.413,96 603.158,36 970.572,32 37,44 62,14 Kurang baik
2022 432.286,40 588.976.97 1.021.263,41 42,33 57,67 Kurang baik
2023 550.674,86 643.047,08 1.193.721,94 46,13 53,87 Kurang baik
2024 940.190,93 785.859,33 1.726.050,27 54,47 45,53 Kurang baik
Rata-rata  540962,908 604041,18 1145944,30 46,99 53,31 Kurang baik

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan, 2020,
2021, 2022, 2023, 2025)

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat disampaikan bahwa rasio belanja langsung dan belanja
tidak langsung pada total belanja Kabupaten Barito Selatan periode 2020-2024 menunjukkan kinerja yang
kurang baik atau kurang optimal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rasio belanja langsung lebih
rendah daripada rasio belanja tidak langsung. Dengan persentase rata-rata belanja langsung sebesar 46,99%,
yang lebih rendah dibandingkan rasio belanja tidak langsung yakni 53,31%. Hal tersebut menunjukkan
bahwa selama 5 tahun, belanja Kabupaten Barito Selatan lebih terfokus pada pengeluaran yang tidak
berkaitan langsung dengan pelaksanaannya.

Secara makro, dominasi belanja tidak langsung berdampak pada rendahnya kemampuan
pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif. Dalam konteks
pengganda fiskal, belanja langsung seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan
program pemerintah cenderung memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika proporsi belanja produktif rendah, maka kontribusi
pemerintah terhadap percepatan ekonomi dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga
menjadi terbatas.

247



Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEKOBS) Vol. 4, No. 4, 2025, pp: 240-252

Dengan demikian, hasil rasio BL-BTL mengindikasikan bahwa strategi penganggaran pemerintah
daerah belum diarahkan secara optimal untuk mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan yang
berkelanjutan.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan
Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah dapat ditemukan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020—2024

Tahun Pendapatan Asli Pendapatan Kinerja Kemandirian
Daerah Transfer Keuangan

2020 56.790,41 903.135,07 6,29%  Sangat Rendah

2021 97.742,35 878.325,61 11,13%  Sangat Rendah

2022 80.625,16 1.045.252,09 7,71%  Sangat Rendah

2023 72.039,46 1.181.336,95 6,10%  Sangat Rendah

2024 71.360,73 1.750.457,87 4,08%  Sangat Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020—2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan,
2020, 2022, 2023, 2025)

Merujuk pada tabel diatas, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Barito Selatan selama
periode 2020—2024 terlihat berada pada kategori yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD
belum mampu menunjang pembangunan daerah secara mandiri. Pada tahun 2020, rasio kemandirian naik
dari 6,29% menjadi 11,13% di tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan kembali menjadi 7,71%
di tahun 2022, 6,10% di tahun 2023, dan 4,08% di tahun 2024. Seluruh capaian rasio yang berada dibawah
25% menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang masih sangat rendah dengan pola hubungan yang
bersifat instruktif. Akibatnya, pemerintah daerah belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik secara
mandiri. Rendahnya kemandirian daerah juga berkaitan dengan kemampuan kabupaten dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagaimana yang ada dalam capaian [PM.

Dengan demikian, rasio kemandirian yang rendah tidak hanya menunjukkan tantangan fiskal,
tetapi juga berpengaruh terhadap keterbatasan daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan
dan berkelanjutan.

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan
Hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah dapat ditemukan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Barito Selatan Tahun 2020—2024

Tahun Pendapatan Total Pendapatan RKKD Kategori Kemampuan
Transfer Daerah Keuangan
2020 903.135,07 987.379,42 91,46% Sangat Tinggi
2021 878.325,61 999.994,46 87,84% Sangat Tinggi
2022 1.045.252,09 1.129.289,99 92,56% Sangat Tinggi
2023 1.181.336,95 1.254.586,71 94,16% Sangat Tinggi
2024 1.750.457,87 1.826.398,48 95,84% Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020—2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan,
2020, 2021, 2022, 2023, 2025)

Data pada tabel di atas mengindikasikan bahwa selama periode 2020-2024 rasio ketergantungan
keuangan Kabupaten Barito Selatan konsisten berada di atas 50%, yang berarti tingkat ketergantungannya
termasuk sangat tinggi. Pada 2020, nilai rasio tercatat 91,46% dan sedikit menurun pada 2021 menjadi
87,84%. Akan tetapi, pada 2022 kembali naik menjadi 92,56%, lalu meningkat lagi menjadi 94,16% pada
2023, dan mencapai 95,84% di 2024. Tingginya rasio ini memperlihatkan bahwa keuangan daerah masih
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dominan ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dan stabilitas fiskal daerah masih
sangat bergantung terhadap kebijakan APBN. Selain itu, peranan pendapatan asli daerah (PAD) masih
terbatas, sehingga belum mampu mengurangi ketergantungan.

Dalam konteks ekonomi makro, ketergantungan seperti ini membuat daerah rentan terhadap
perubahan kebijakan fiskal nasional, termasuk perubahan formula DAU, DAK, maupun transfer ke daerah
lainnya. Tingginya ketergantungan juga menunjukkan rendahnya kapasitas daerah dalam menciptakan
ruang fiskal (fiscal space) yang fleksibel untuk membiayai inisiatif pembangunan daerah. Dengan
terbatasnya ruang fiskal, daerah sulit melakukan inovasi kebijakan dan program pembangunan yang lebih
responsif terhadap kebutuhan lokal.

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun Pendapatan (Juta) Pertumbuhan Kategori
2020 987.379,42 0,24% Rendah
2021 999.994,46 1,28% Rendah
2022 1.129.289,99 12,93% Tinggi
2023 1.254.586,71 11,09% Tinggi
2024 1.826.398,48 45,57% Tinggi
Rata-Rata 1.1977.111,40 14,22% Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan, 2020,
2021, 2022, 2023, 2025)

Menurut analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Dapat dilihat
bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatannya hanya mencapai 0,24% yang tergolong sebagai
rendah, yang mengindikasikan bahwa kondisi pertumbuhan relatif tidak berkembang. Pada awal tahun
2022, terjadi peningkatan mencapai 12,93%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan
pendapatan. Namun, pada tahun 2023, angka pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan kecil menjadi
sebesar 11,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih berada pada kategori tinggi, menunjukkan
bahwa pengelolaan pendapatan tetap efektif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024, di mana
meningkat hingga mencapai 45,57% dengan kategori sangat tinggi. Oleh karena itu, rata rata dari tahun
2020 hingga 2024 mencapai 14,22%, yang termasuk dalam kategori tinggi, Kabupaten Barito Selatan
menunjukkan kinerja yang baik dan progresif dalam pertumbuhan pendapatan serta pengelolaan
pendapatan daerah.

Akan tetapi, pertumbuhan pendapatan yang tinggi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan
peningkatan kemandirian daerah, karena sebagian besar pertumbuhan masih disumbang oleh dana transfer.
Artinya, meskipun pendapatan meningkat, struktur pendapatan daerah belum menggambarkan kemampuan
fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri. Keterkaitan antara pertumbuhan
pendapatan dan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa pendapatan
yang meningkat belum sejalan dengan upaya optimalisasi PAD, sehingga potensi fiskal daerah masih belum
dimanfaatkan secara maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terkait dengan analisis rasio keuangan daerah kabupaten Barito Selatan 2020-2024 dapat ditarik
kesimpulan bahwa pendapatan daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar.
Keefektifan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kinerja Dari tahun ke tahun, capaian tertinggi
dicapai pada tahun 2021 yang mencapai 99,22% (tergolong efektif). Namun, angka ini menunjukkan
penurunan pada tahun-tahun selanjutnya. Komposisis pengeluaran juga ditampilkan secara keseluruhan, di
mana belanja tidak langsung lebih mendominasi dibandingkan dengan belanja langsung yang menunjukkan
bahwa kinerja pengeluaran dinilai kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum
sepenuhnya diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
secara berkelanjutan.
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Selain itu, rasio tingkat kemandirian keuangan daerah saat ini masih tergolong rendah sekali, yaitu
di bawah 25%., ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap alokasi dari pemerintah pusat
dan provinsi, terlihat dari rasio ketergantungan yang selalu melebihi 85% setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan bhawa Kabupaten Barito Selatan belum memiliki kekuatan fiskal yang memadai untuk
membiayai pembangunan daerah secara mandiri. Kondisi ini menandakan bahwa PAD belum dimanfaatkan
secara optimal sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Namun, Rasio pertumbuhan
pendapatan menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata sebesar 14,22 persen dalam kategori tinggi,
yang menunjukkan adanya peluang besar untuk peningkatan kinerja fiskal di masa depan.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara wilayah yang punya pertumbuhan
penghasilan yang cukup besar dan daerah yang tingkat kemandiriannya masih rendah. Situasi ini
menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pendapatan, daerah masih belum mampu
memaksimalkan PAD sebagai sumber utama untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pendapatan
di tingkat daerah masih belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Barito selatan mengoptimalkan strategi
pengelolaan PAD dengan meningkatkan intensitas dan memperluas berbagai sumber pendapatan daerah,
khususnya perbaikan dalam cara berbelanja dengan meningkatkan rasio pengeluaran langsung yang bersifat
produktif, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan di daerah. Usaha untuk
mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dengan memberikan prioritas melalui kebijakan
fiskal yang lebih inovatif dan fokus pada potensi daerah.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar studi-studi sejenis ini tidak hanya fokus pada rasio
keuangan. Namun, juga menggabungkan analisis lainnya yang lebih banyak, agar catatan kinerja
pemerintah daerah dapat dipahami lebih baik.
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